
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP BAPPEDA KABUPATEN MALANG 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

I.​ Perencanaan Kinerja 

Rekomendasi: 

Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan adalah melakukan 

evaluasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya 

serta formulasi yang digunakan untuk mengukurnya dalam rangka 

pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Malang. 

Tindak Lanjut: 

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda telah 

dilakukan baik secara internal (Bappeda) maupun meminta masukan 

kepada tim Kementerian PAN & RB serta berdiskusi dengan beberapa 

Bappeda Pemerintah Daerah lain. Berdasarkan hasil masukan dari tim 

Kementerian PAN & RB, IKU yang saat ini diampu Bappeda Kabupaten 

Malang tidak menjadi masalah karena menjadi IKU di beberapa Bappeda 

Pemerintah Daerah lain terutama untuk IKU 1 “Persentase Kesesuaian 

antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah” dan IKU 3 “Persentase kesesuaian 

antara Rencana Pembangunan ​ Perangkat Daerah dengan Rencana 

Pembangunan Daerah”.  

Merujuk pada IKU Bappeda Provinsi Jawa Timur (Dokumen LKj Tahun 

2022) dan IKU Kementerian PPN/Bappenas (Dokumen LKj Tahun 2022), 

IKU yang saat ini diampu oleh Bappeda Kabupaten Malang sudah selaras. 

Selain IKU 1 dan 3, Bappeda Pemerintah Daerah lain juga 

menambahkan IKU sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk 

mengukurnya. Pada Bappeda Kabupaten Malang hal tersebut terakomodir 

melalui IKU 2 “Persentase capaian program prioritas ≥ 80%”. Bappeda 

Kabupaten Malang berencana mengganti IKU dengan Indeks Perencanaan 

Pembangunan sesuai dengan indeks yang saat ini diampu oleh Kementerian 

PPN/Bappenas namun berdasarkan surat dari Kementerian PPN/Bappenas 

Nomor: 21306/B.04/PP.01/10/2023, Indikator Perencanaan Pembangunan 

Nasional (IPPN) pada tahun 2023 baru dilakukan pada tingkat provinsi dan 

tidak dinaikkan pada tingkat Kabupaten/Kota. Indikator tersebut akan 

dinilaikan pada tingkat Kabupaten/Kota setelah dilakukan sosialisasi oleh 

Kementerian PPN/Bappenas, sehingga untuk saat ini langkah perbaikan 



yang dilakukan Bappeda Kabupaten Malang atas rekomendasi Inspektorat 

Daerah Kabupaten Malang adalah mengakomodir indikator tersebut sebagai 

salah satu indikator pendukung Indeks Reformasi Birokrasi dalam dokumen 

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045 yang selanjutnya 

akan menjadi IKU yang diampu Bappeda Kabupaten Malang dan akan 

direncanakan tertuang dalam penyusunan dokumen Renstra Bappeda 

Kabupaten Malang Tahun 2025-2030. 

Evidance: 

No Evidance 

1 

 



2 

 

3 

 

4 Asistensi dengan Tim Kementerian PAN & RB 



 

 

5 Studi Replikasi membahas terkait IKU yang diampu pada Bappeda Kota 

Semarang, Bappeda Kabupaten Boyolali, Bappeda Kota Salatiga, Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Bantul dan Bappeda Kota Yogyakarta. 



 

 

 

II.​ Pengukuran Kinerja 

Rekomendasi: 

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan, sebagai berikut: 

a.​ Melakukan evaluasi terhadap data yang digunakan untuk mengukur 

Indikator Kinerja Utama sehingga efektif dalam pencapaian Indikator 

Kinerja utama dan sasaran strategis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

b.​ Pimpinan agar terlibat secara langsung dalam pemantauan atas 

pengukuran kinerja (monitoring dan evaluasi atas rencana aksi) 

dengan memberikan rekomendasi sebagai upaya dalam penyesuaian 

Strategi, Kebijakan dan Aktivitas untuk mencapai target kinerja. 

Tindak Lanjut: 



a.​ Evaluasi selalu dilakukan terhadap data yang digunakan untuk 

mengukur Indikator Kinerja Utama sehingga efektif dalam pencapaian 

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten 

Malang. Pada pengukuran IKU 1 ““Persentase Kesesuaian antara 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah” dan IKU 3 “Persentase kesesuaian antara 

Rencana Pembangunan ​ Perangkat Daerah dengan Rencana 

Pembangunan Daerah”, data dukung yang diperlukan bersumber dari 

dokumen Renja, RKPD, Renstra dan RPJMD yang mana dokumen 

tersebut berkekuatan hukum dan terus kami monitoring dan evaluasi 

penyusunannya melalui pengunaan website 

https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login dan 

https://e-monev.malangkab.go.id/. Bappeda Kabupaten Malang juga 

memastikan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan 

kaidah yang telah ditetapkan dengan melakukan bimbingan teknis 

dan desk terhadap dokumen perencanaan yang sedang disusun.  

Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian IKU dan data yang 

digunakan untuk mengukur IKU 2 “Persentase capaian program 

prioritas ≥ 80%” juga terus dilakukan dengan melakukan desk 

evaluasi dan monitoring pelaksanaan renja triwulan dan pengunaan 

website https://e-monev.malangkab.go.id/. Melalui website tersebut 

pengukuran data pada IKU 2 dilakukan by system yang input datanya 

terus di monitoring oleh bidang-bidang di Bappeda yang 

mengkoordinir perangkat daerah terkait. 

b.​ Pimpinan telah terlibat secara langsung dalam pemantauan atas 

pengukuran kinerja (monitoring dan evaluasi atas rencana aksi) 

dengan memberikan rekomendasi sebagai upaya dalam penyesuaian 

Strategi, Kebijakan dan Aktivitas untuk mencapai target kinerja. Hal 

tersebut salah satunya dilakukan melalui penyusunan dokumen 

Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Perangkat 

Daerah Tahun 2023 yang dalam penyusunannya terus dimonitoring 

dan dievaluasi oleh pimpinan (Kepala Bappeda dan Kepala di 

masing-masing Perangkat Daerah lain). 

Evidance: 

No Evidance 

https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login
https://e-monev.malangkab.go.id/
https://e-monev.malangkab.go.id/


1 Bappeda Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap data yang diinput 

pada website e-monev dan memberikan rekomendasi atas permasalahan/faktor 

penghambat capaian IKU PD.

 

2 Desk monitoring dan evaluasi hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023 Triwulan IV 

 

3 Asistensi dokumen Renja 



 

 

III.​ Pelaporan Kinerja 

Rekomendasi: 

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan adalah: 

a.​ Menyajikan informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja 

berdasarkan perhitungan atas sumber data yang andal sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan di tahun 

selanjutnya. 

b.​ Menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja Perangkat 

Daerah dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional 

(benchmark kinerja) 

Tindak Lanjut: 

a.​ Bappeda Kabupaten Malang telah menyajikan informasi capaian 

kinerja pada Laporan Kinerja Bappeda setiap tahunnya, seperti pada 

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2023 data terkait capaian kinerja 

Bappeda telah tertuang pada tabel 3.2 Pencapaian Kinerja, tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja dan Tabel 3.4 Perbandingan Capaian 

Kinerja s.d Periode Akhir Renstra. Perhitungan juga didasarkan atas 

sumber data yang andal dibuktikan dengan penggunan sumber data 

yang didasarkan pada data yang ada pada dokumen RKPD, Renja, 

RPJMD dan Renstra yang dalam penyusunannya dilakukan desk dan 

monitoring evaluasi untuk memastikan data yang tertuang telah 

sesuai. 

b.​ Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kabupaten 

Malang dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian 



PPN/Bappenas telah tertuang pada dokumen Laporan Kinerja 

Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2023. 

Evidance: 

No Evidance 

1 

 

 



 

IV.​ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

Rekomendasi: 

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan: 

a.​ Mengikutsertakan pegawai yang menangani AKIP dalam bimbingan 

teknik sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

b.​ Memanfaatkan rekomendasi atas evaluasi internal pelaksanaan 

program dan rencana aksi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja 

di masa yang akan datang. 

c.​ Melaksanakan evaluasi atas Capaian Kinerja tahun 2022 yang 

tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dan merumuskan serta 

menetapkan kinerja tahun yang akan datang sebagai upaya perbaikan 

dan peningkatan kinerja. 

d.​ Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 

sebagai langkah perbaikan/penyempurnaan sistem akuntabilitas dan 

capaian kinerja tahun 2023. 

Tindak Lanjut & Evidance: 

a.​ Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perencanaan. Langkah 

yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan 

kapabilitas SDM di bidang perencanaan sebagai salah satu 

pendukung perencanaan kinerja yang menjadi komponen yang dinilai 

pada evaluasi AKIP adalah: 

�​ Melaksanakan Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia dalam Rangka Persiapan Penyusunan RPJPD 

dan RPJMD Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh 

seluruh pegawai di Bappeda dengan narasumber Seif Eljihadi, 

LLM. selaku Tenaga Ahli di Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan 

Imam Primagrata, S.STP., MPP. selaku Perencana Ahli Pratama 

Dit. Perencanaan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah 

Kemendagri.  



 

�​ Melaksanakan Capacity Building Penyusunan Rancangan Awal 

RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045 Penyusunan Perencanaan 

dan Penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten 

Malang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di 

Bappeda dengan narasumber Fadillah Putra, MPAFF., Ph.D. 

selaku Pakar Kebijakan Publik (Universitas Brawijaya) dan 

Hilman Rosadi, S.A.P., M.A.P selaku Ahli Keuangan Daerah 

Kemendagri. 

 

�​ Melaksanakan Studi Replikasi dan Bimbingan Teknis terkait 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) serta Implementasi Pengukuran Kinerja terhadap 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah 

Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode 



sharing knowledge dengan Bappelitbang Kota Bandung yang 

telah lebih dahulu memperoleh Nilai SAKIP Kategori A. Kegiatan 

ini diikuti oleh beberapa perwakilan bidang di Bappeda, 

Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi 

Pembangunan, BKPSDM, dan BKAD. 

 

�​ Bappeda telah mengikutsertakan pegawai yang menangani 

perencanaan/penyusunan dokumen AKIP pada kegiatan 

Asistensi Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 oleh 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia. 

 



 

�​ Bappeda bersama tim SAKIP Kabupaten Malang melakukan 

asistensi dengan tim Kementerian PAN & RB terkait proses 

penyusunan pohon kinerja, cascading dan crosscutting. Hal ini 

dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM dalam proses 

penyusunan dokumen pendukung AKIP Kabupaten. 

 

b.​ Memanfaatkan rekomendasi atas evaluasi internal pelaksanaan 

program dan rencana aksi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja 

di masa yang akan datang, seperti menindaklanjuti rekomendasi 

inspektorat sebagai tindak lanjut LHE AKIP. 

c.​ Telah melaksanakan evaluasi atas Capaian Kinerja tahun 2022 yang 

tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dibuktikan dengan 

penyusunan laporan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Bappeda Tahun 

2023 dan telah merumuskan serta menetapkan kinerja tahun yang 



akan datang sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yaitu 

dengan akan menggunakan indikator Indeks Perencanaan 

Pembangunan sebagai IKU yang diampu Bappeda dan akan 

direncanakan tertuang dalam penyusunan dokumen Renstra Bappeda 

Kabupaten Malang Tahun 2025-2030. 

d.​ Telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 

sebagai langkah perbaikan/penyempurnaan sistem akuntabilitas dan 

capaian kinerja tahun 2023. 
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